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ABSTRAK

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yang difokuskan untuk mengkaji tentang pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap anak serta mekanisme perlindungan anak baik aturan konvensi internasional maupun aturan nasional. Dalam penelitian hukum normatif diperlukan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer terutama diperoleh dari peraturan perundang-undangan nasional anak dan terlantar, perundang-undangan HAM, yurisprudensi dan lain-lain. Setelah semua bahan-bahan hukum diperoleh maka analisis dilakukan secara deskriptif normatif untuk menjelaskan berbagai bentuk pelanggaran HAM anak dan mekanisme sistem perlindungan HAM anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dalam perlindungan hak asasi anak seperti : (1) prinsip Non diskriminasi,  (2) prinsip kepentingan terbaik bagi anak, (3) prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, (4) prinsip penghargaan terhadap pendapat anak; belum diatur secara implisit dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012. Penyebabnya belum diimplisit pengaturan hak-hak asasi anak karena belum didukung dengan peraturan pelaksanaan dan peraturan-peraturan tentang standar operasional peradilan anak.
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Lahirnya Konvensi PBB tentang anak, International Convention on the Rights of the Child (CRC) Tahun 1989
 merupakan bukti normatif tentang visi dan paradigma baru perlindungan terhadap komunitas anak. Konsideransi ketentuan ini menyatakan bahwa pembinaan kesejahteraan anak termasuk pemberian  kesempatan  untuk  mengembangkan  haknya, pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa, dan negara melainkan diperlukan pula kerja sama internasional.

Secara konstitusional Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28B telah meletakkan dasar perlindungan HAM Indonesia termasuk perlindungan HAM anak. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak. Anak perlu mendapat pelindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak.
 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan dalam  Pasal 17 (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; 
b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan 
c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. 

Prinsip pelindungan hukum  terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.” Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Pasal 1 Konvensi Hak Anak 1989: “yang dimaksud dengan anak dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”. 
Perlindungan hak asasi manusia anak secara internasional sudah dianggap sangat penting mengingat anak berada pada posisi lemah dan mudah terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Bentuk komitmen pada perlindungan anak semakin menemukan momentumnya dengan lahirnya beberapa ketentuan internasional yang mengatur perlindungan kaum anak, yakni Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Childrem, Child Prostitution and Child Pornography; Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of children in Armed Conflict;
 Minimum Age Convention, 1973 (No. 138);
 dan Worst Forms of  Child Labour Convention, 1999 (No. 182).

Di dalam setiap instrumen hak asasi manusia internasional maupun nasional. Salah satu contoh yang dapat diperhatikan adalah pada saat membicarakan hak anak. Pada Pasal 2 paragaraf 2 Konvensi tentang Hak Anak menyebutkan: “Negara-negara peserta harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau  hukuman yang didasarkan  pada status, kegiatan, pendapat yang disampaikan, atau  kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya”.

Menurut Moch Faisal Salam, perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu  masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berkeluarga berdasarkan hukum, demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak.
 
Anak sebagai pelaku kejahatan belum dibedakan secara tegas antara kenakalan dan kejahatan. Kejahatan dari diri sendiri atau disuruh oleh orang karena ancaman. Spesifikasi daripada anak harus jadi pertimbangan utama hakim dan para penegak hukum dalam peradilan. Keberadaan anak yang ada dilingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangannya ke arah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri.
 Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan  menunjukkan  bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.

Perbuatan melawan hukum dari anak harus benar-benar ditempatkan pada posisi pembinaan bukan penghukuman karena anak menjadi penjahat mungkin karena pengaruh lingkungan yang membentuk tingkah laku sehingga menjadi seorang pelaku tindak pidana. Tingkah laku demikian disebabkan, karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Sudah banyak terjadi karena lepas kendali, kenakalan anak sudah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi. Anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan aparat hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

B. 
Perumuisan Masalah
1. 
Bagaimana prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam perlindungan anak sebagai terdakwa pada proses peradilan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012?

2. 
Bagaimana upaya-upaya pencegahan terhadap pelanggaran hak asasi manusia anak dalam proses persidangan peradilan anak?

C.
Metode Penelitian
Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yang difokuskan untuk mengkaji tentang pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap anak serta mekanisme perlindungan anak baik aturan konvensi internasional maupun aturan nasional. Setelah semua bahan-bahan hukum diperoleh maka analisis dilakukan secara deskriptif normatif untuk menjelaskan berbagai bentuk pelanggaran HAM anak dan mekanisme sistem perlindungan HAM anak. Selain itu digunakan pula analisis deskriptif untuk melihat relevansi pelanggaran HAM anak pada kenyataan dan relevansi perlindungan anak pada kenyataan dengan menganalisis indikator-indikator temuan dalam data lapangan seperti bentuk-bentuk pelanggaran, persentasi jumlah pelanggaran, mekanisme terhadap pelaku pelanggaran HAM anak dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelanggaran HAM dalam proses peradilan.
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. 
Prinsip-prinsip Perlindungan HAM Anak Sebagai Terdakwa Dalam Proses Peradilan.

Konsep dasar tentang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah segenap hak-​hak yang dimiliki manusia karena terlahir sebagai manusia, keberadaan hak asasi tersebut bukan karena ditentukan oleh hukum positif suatu negara tetapi karena status kemanusiaannya.
 Artinya bahwa HAM bagi manusia tidak dibatasi oleh ras, agama, warga negara, jenis kelamin, dan perbedaan lainnya. Konsepsi HAM merupakan manifestasi dari filsafat hukum alam yang berkembang pada abad pertengahan.
Berbicara tentang konsep HAM modern maka tidak terlepas dari De​klarasi Universal HAM (DUHAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dideklarasikan pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan resultante dari pemikiran tokoh dan pakar lintas negara yang membahas HAM dan kemudian memformulasikannya dalam sebuah naskah yang kemudian menjadi Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 217 A.
Perkembangan selanjutnya terdapat beberapa konvensi atau perjan​jian internasional yang lahir setelah adanya DUHAM ini, termasuk di dalamnya beberapa konvensi tentang hak anak. Di bawah ini akan dijelaskan berbagai macam instrumen hukum baik internasional maupun nasional yang terkait dengan hak anak.
a.
Prinsip-prinsip Non Diskriminasi
Prinsip Hak Asasi Manusia yang terpenting yang harus diterapkan dalam sistem peradilan anak yaitu pengakuan terhadap anak yang mempunyai hak-hak khusus termasuk eksistensi keberadaan daripada anak di pengadilan. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012, maka diharapkan adanya pengakuan terhadap kekhususan anak sehingga diperlakukan khusus. 
Non diskriminasi artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konferensi Ham ANak (KHA) harus diber​lakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini ada dalam Pasal 2 KHA ayat (1), "Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan po​litik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya balk dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah." Ayat (2): "Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya."
 

Dalam peradilan anak semua kekhususan yang ada pada si anak harus diatur oleh hakim, jaksa, penuntut umum, dan semua pihak yang terkait dalam proses peradilan anak. Pengakuan terhadap kekhususan inilah yang membedakan terhadap peradilan anak maupun peradilan dewasa. Ketika anak tidak diperlakukan secara khusus atau pengabaian terhadap standar-standar khusus dalam peradilan, maka hak-hak anak tentu dilanggar. Komisi HAM ini harus menjadi aspek utama dalam perlindungan anak dalam proses persidangan terkait dengan peradilan anak. 
Peradilan terhadap anak merupakan peradilan yang spesifik atau khusus, itulah sebabnya dalam penanganan peradilan anak harus memperhatikan prinsip-prinsip peradilan yang diterapkan. Prinsip peradilan harus diutamakan dalam peradilan anak seperti peradilan yang tepat, cepat, tidak akan tercapai jika hanya didukung oleh kesiapan-kesiapan mental dan usaha-usaha para hakim saja. Jaksa harus ikut berusaha pula, antara lain dengan cepat dan tepat menyusun tuduhan dan tuntutan, mengajukan dalam keadaan utuh dan lengkap semua barang yang disita sebagai barang bukti di muka persidangan, dengan segera menjalankan perintah hakim dan sebagainya. Hakim harus mempergunakan segala wibawanya untuk mengarahkan segala persidangan menuju ke suatu putusan yang memenuhi tiga syarat yaitu penafsiran yang tepat, perwujudan kebenaran, dan administrasi yang efektif. Menegakkan kebenaran dan keadilan adalah kepentingan bersama.
Dalam proses pengadilan anak, secara psikologis anak berhadapan dengan suatu situasi yang berbeda dengan apa yang dilakukan sehari-hari. Anak yang biasa diam gembira dalam bermain akan berhadapan pada suatu suasana yang kaku dan penuh dengan ketegangan. Anak dalam proses persidangan tentu akan berhadapan dengan pihak-pihak yang belum dikenalnya seperti penyidik, hakim, jaksa penuntut umum dan lain sebagainya.
 
Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum menurut sistem peradilan pidana anak memerlukan penanganan secara khusus melalui pendekatan keadilan restoratif dan pemberlakuan diversi.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan dalam Pasal 1 angka 6: Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.  Pasal 1 angka 7: Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. 

b.
Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (Best Interests of The Child)
Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) KHA: "Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama".
Dua aspek dalam peradilan anak yaitu penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak anak. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan pengadilan anak dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 terfokus pada dua aspek yaitu keadilan dan perlindungan. Berdasarkan dua aspek tersebut maka prinsip tentang kepentingan terbaik bagi anak harus diterapkan karena hal itu merupakan wujud dari perlindungan HAM. Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran ke​pentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

Perkara anak di Pengadilan harus dibedakan antara kenakalan dan kejahatan. Hal inilah yang utama agar pencapaian dua sisi yaitu keadilan dan perlindungan terwujud. Dalam peradilan pidana, perkara-perkara yang diperiksa adalah perkara pidana anak, menyangkut kenakalan anak. Falsafah yang mendasari peradilan anak adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan masa depan anak, sehingga terdapat hubungan erat antara peradilan anak dengan Undang-Undang Kesejahteraan Anak (UU No. 4 Tahun 1979). Peradilan anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam peradilan anak ditinjau dari segi psikologis bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan, dan sebagainya.
Kepentingan yang terbaik bagi anak harus difokuskan pada tujuan peradilan tidak merusak masa depan anak. Hal ini merupakan hak dari anak yang harus diakui dan dihormati sebagai hak asasi manusia. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan dalam Pasal 1 angka 2: Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana. 

c.
Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (The Right to Life, Survival and Development)
Pemberlakuan hukuman seumur hidup, hukuman kerja paksa, dan hukuman mati bagi si anak tidak boleh diterapkan karena bertentangan dengan Konvensi HAM Anak. Hak hidup harus tetap dijamin dalam proses peradilan dan keputusan pengadilan karena terkait dengan masa depan anak yang berbeda dengan orang dewasa. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 KHA ayat (1): "Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan." Ayat (2): "Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak."
Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup ada​lah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan​kebutuhan dasar. Berkaitan dengan prinsip ini, telah juga dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya berkaitan dengan hak-hak anak.

Penghormatan terhadap hak hidup anak harus diberlakukan oleh negara termasuk hak-hak lain yang terkait dengan hak hidup, karena hal tersebut merupakan masa depan. Pasal 12 Konvensi HAM Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990
d.
Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (Respect for the views of The Child)
Dalam proses peradilan anak hakim dan para penasehat hukum serta jaksa tidak boleh memaksakan pendapat terhadap anak apalagi berbicara keras yang menyebabkan anak ketakutan. Hal inilah merupakan implikasi dari penghargaan terhadap pendapat anak yang sudah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa terkait dengan penegakan hak asasi manusia. Penghargaan terhadap pendapat anak merupakan hal yang utama dalam proses persidangan terkait dengan peradilan pidana anak.
Prinsip ini ada dalam Pasal 12 ayat (i) KHA: "Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak."
Anak berhak untuk mengajukan atau tidak mengajukan pendapat. Bertolak dari konsepsi di atas merupakan hak asasi manusia anak. Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Dapat ditarik satu simpul pengertian bahwa perspektif perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama. Implementasinya cara pandang demikian adalah ketika kita selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang paling utama."

B.
Perlindungan Hukum Sebagai Upaya Pencegahan Terhadap Pelanggaran HAM Dalam Pengadilan
1.
Perlindungan Terhadap Tekanan Psikologis Terhadap Anak
Pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran HAM dalam bentuk penekanan secara psikologis harus dilakukan pada tiap pelaksanaan pengadilan anak. Secara spesifik anak berbeda dengan orang dewasa terkait dengan perkembangan kejiwaan yang masih bertumbuh dan labil. Pada kenyataannya belum ada tindakan-tindakan terhadap pelaku pelanggaran HAM anak dalam proses persidangan karena dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 hanya mengatur tentang proses dan syarat-syarat peradilan anak, tidak mengatur secara spesifik terkait dengan penindakan terhadap pelaku pelanggaran HAM anak.
Pentingnya penindakan terhadap pelanggaran HAM anak karena terkait dengan kejiwaan dari anak atau psikologi. Mengingat anak secara kepribadian masih polos, maka diperlukan penanganan secara khusus. Kata-kata kasar, bentakan, serta ancaman lewat fisik seperti tatapan mata, raut muka yang kejam tentunya secara psikologis akan menekan si anak. Maka dalam proses peradilan anak tidak akan bebas dan tertekan. Itulah sebabnya pengurangan hak anak berupa kebebasan dan keceriaan seharusnya dituntut sebagai pelanggaran HAM dalam proses peradilan. Secara psikologi anak harus dibedakan dengan orang dewasa dan perlakuan terhadap anak harus benar-benar diperhatikan oleh para penegak hukum untuk tidak melakukan pelanggaran ham baik secara fisik maupun psikis.
2.
Aspek Ancaman Pidana yang Memberatkan Anak
Tujuan peradilan anak dalam perspektif hak asasi manusia yaitu kepentingan terbaik bagi si anak. Dakwaan dan acanaman hukuman tentu bersifat pembinaan, bukan hanya sekedar menakut-nakuti apalagi ada unsur balas dendam. Dalam upaya perlindungan HAM pada pengadilan anak, aspek ancaman, dakwaan harus dilakukan sedemikian rupa agar supaya si anak tidak akan mengalami depresi dan tekanan kejiwaan yang dalam. 

Dakwaan dan tuntutan pidana serta vonis yang dilakukan oleh hakim harus benar-benar diarahkan pada pembinaan dan kepentingan terbaik si anak terkait dengan masa depan anak tersebut. Memang dari aspek keadilan tindak pidana yang dilakukan oleh si anak harus dituntut pertanggungjawaban pidana dengan perbuatan tersebut karena ada delik yang dilanggar. Menurut Andi Hamzah, Tindak pidana; delik, delict; delikt; offence: perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.
 Perkara pidana, strafzaak, yaitu: delik yang merupakan objek pemeriksaan peradilan pidana.
 Keseluruhan proses dalam peradilan pidana itu bekerja dalam satu sistem, sehingga antara masing​-masing lembaga sebagai subsistem yang saling berhubungan dan mempengaruhi mesyarakat satu dengan lainnya.
 Anak-anak biasanya belajar dari apa yang mereka alami. Ketika mereka mengalami penglaman baik, perlakuan baik tentu akan membentuk karakter daripada si anak tersebut. Umumnya anak belajar dari orang dewasa. Mereka belajar dari orang dewasa bahwa hanya dengan kekerasan mereka bisa bertahan hidup. Anak-anak tak hanya menjadi korban kerusuhan dan perang, mereka juga menjadi pelakunya.
 
Tindak pidana anak harus dibedakan benar-benar antara kejahatan yang dari dalam dirinya sendiri atau kenakalan yang disuruh oleh orang lain yang berpengaruh. Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing Juvenile Delinquency, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHPidana. Juvenile, artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan Delinquency artinya doing wrong, terbaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan pembuat rebut, pengacau penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursusila dan lain-lain.
 
Itulah sebabnya peradilan bagi anak adalah peradilan yang spesifik, tidak kaku tetapi berdasarkan prinsip-prinsip peradilan. Dari beberapa faktor di atas, yang paling penting adalah faktor penegak hukum. Penegak hukum yang utama adalah polisi sebagai penyidik, sebagai Penuntut Umum, Hakim, Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Pada penegak hukum diharapkan harus profesional, hal ini penting untuk menghindari terjadinya malapraktik di bidang hukum, para penegak hukum yang kurang profesional sering melakukan malapraktik di bidang hukum.
3.
Pencegahan Pelanggaran HAM dalam Bentuk Kekerasan Fisik
Terdakwa dalam perkara pidana maupun perdata seringkali menjadi objek kekerasan fisik yang dilakukan oleh penyidik. Kekerasan fisik dilakukan untuk membuat tersangka atau terdakwa mengakui perbuatan pidana. Diterapkan hal tersebut terhadap anak tentu akan mengalami kesulitan karena anak yang masih polos dipaksa untuk mengaku dengan menggunakan kekerasan tentu akan berpengaruh ada kegoncangan kejiwaan. 

Penerapan kekerasan dalam persidangan peradilan pidana anak harus dihindari karena kekerasan akan berakibat melemahnya aspek pembinaan terhadap anak. Lemahnya aspek pemidanaan terhadap anak akan berpengaruh pada tujuan peradilan. Walaupun para penegak hukum tidak menggunakan kekerasan secara langsung terhadap anak tetapi ada model-model kekerasan yang harus dihindari. Model yang dapat memiliki hubungan dengan kekerasan adalah:

1) Psychodynamic model, terjadinya kekerasan disebabkan karena kurangnya "mothering/jejak ibu". Seseorang yang tidak pernah dirawat atau diasuh oleh seorang ibu secara baik, maka dia tidak bisa menjadi ibu dan merawat anaknya sendiri;
2) Personality or character trait model, hampir sama dengan psychody​namic, namun dalam hal ini tidak terlalu diperhatikan apa yang pernah dialami oleh orang tua sebagai pelaku kekerasan, tetapi menganggap bahwa ini akibat orang tua si anak yang belum cukup dewasa, terlalu agresif, frustrasi/berkarakter buruk;
3) Social learning model, kurangnya kemampuan sosial, yang ditunjukkan dengan perasaan tidak puas karena menjadi orang tua, merasa sangat terganggu dengan kehadiran anak, menuntut anak untuk selalu bersikap seperti orang dewasa.
4) Family structure model, yang menunjuk pada dinamika antarkeluarga yang memiliki hubungan kausal dengan kekerasan.
5) Environmental stress model, yang melihat anak dan perempuan sebagai sebuah masalah multidimensional dan menempatkan "kehidupan yang menekan" sebagai penyebab utamanya. Jika ada perubahan faktor​faktor yang membentuk lingkungan manusia, seperti kesejahteraan, pendidikan yang rendah, tidak adanya pekerjaan, maka akan menimbulkan kekerasan pada anak;
6) Social-Psychological model, dalam hal ini "frustrasi" clan "stress" menjadi faktor utama dalam menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak. Stres bisa terjadi karena berbagai sebab, seperti; konflik rumah tangga, isolasi secara sosial, dan lain-lain;

7) Mental illness model, kekerasan pada anak terjadi karena kelainan saraf, penyakit kejiwaan.

Kepentingan penegak hukum baik hakim, jaksa, adalah mempercepat penyelesaian perkara. Tetapi pada sisi yang lain kepentingan anak juga harus dihargai dan diakui.
d.
Kepastian Hukum Tanpa Mengorbankan Hak Asasi Anak
Sistem peradilan adalah upaya untuk mewujudkan kepastian hukum agar masyarakat merasa kuat. Dalam perspektif pidana sistem peradilan anak adalah untuk (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana; (c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Bila mengacu kepada tujuan sistem peradilan pidana itu, bisa diartikan sebagai usaha mencegah dan menanggulangi kejahatan. Di sini pelaku dijatuhi pidana dan direhabilitasi serta dilindunginya korban dan masyarakat. Adapun subsistem yang bekerja sama di dalam sistem peradilan pidana adalah: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Dari keempat instnasi ini yang sangat berkaitan dengan proses dijatuhkannya pidana penjara adalah kepolisian sebagai penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim. Ketiga sub sistem ini selalu identik dengan penegak hukum dalam arti bahwa ketiga instansi ini yang menentukan seseorang itu dijatuhi hukuman atau tidak, utamanya hakim.

Keputusan pengadilan tentu sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat termasuk penanganan kejahatan anak. Keputusan pengadilan di sini berfungsi sebagai alat rekayasa atau mengubah perilaku masyarakat sebagaimana fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial/pembangunan (law as a tool of social engineering), instrumen penyelesaian masalah (dispute resolution) dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (social control).

4.
Model Perlindungan Khusus Dalam Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditetapkan untuk melindungi anak secara khusus ketika berada pada proses peradilan. Model perlindungan yang khusus juga diatur termasuk model persidangan dan model diversi, tetapi yang terus jadi persoalan apakah model tersebut telah mencerminkan perlindungan hak asasi anak yang terfokus pada kepentingan terbaik daripada anak. Hal inilah yang harus dipertimbangkan secara terus menerus. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 2 Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: (a) perlindungan; (b) keadilan; (c) nondiskriminasi; (d) kepentingan terbaik bagi Anak; (e) penghargaan terhadap pendapat Anak; (f) kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; (g) pembinaan dan pembimbingan Anak; (h) proporsional; (i) perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan (j) penghindaran pembalasan. Pasal 64  ayat (1): Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

PENUTUP
1.
Kesimpulan

a. Prinsip-prinsip dalam perlindungan hak asasi anak seperti : (1) prinsip Non diskriminasi,  (2) prinsip kepentingan terbaik bagi anak, (3) prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, (4) prinsip penghargaan terhadap pendapat anak; belum diatur secara implisit dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012. Penyebabnya belum diimplisit pengaturan hak-hak asasi anak karena belum didukung dengan peraturan pelaksanaan dan peraturan-peraturan tentang standar operasional peradilan anak. Hal itu menyebabkan banyak perkara pidana anak masih ditangani seperti orang dewasa dalam proses peradilan anak dan masih bersifat penghukuman, bukan pembinaan. 

b. Pencegahan terhadap pelanggaran HAM anak dalam proses peradilan belum diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2012 seperti (1) perlindungan terhadap tekanan psikologis terhadap anak; (2) aspek ancaman pidana yang memberatkan anak; pencegahan pelanggaran HAM dalam bentuk kekerasan fisik; (4) kepastian hukum tanpa mengorbankan hak asasi anak; (5) model perlindungan khusus dalam sistem peradilan anak. Hal ini tentu akan menjadi potensi pelanggaran anak oleh penegak hukum diakibatkan penegak hukum tidak ada aturan yang jelas tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap anak dalam proses persidangan.
2. 
Saran


1.
Untuk teganya perlindungan HAM anak diperlukan pearturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 dan peraturan-peraturan lain yang menjabarkan prinsip-prinsip HAM agar tidak terjadi pelanggaran HAM di pengadilan. Peraturan tersebut seperti pengaturan terhadap keputusan anak oleh penegak hukum, pengadilan anak bukan untuk mengancam tetapi untuk membina, dll, agar tercapai kepastian hukum dalam perlindungan HAM anak di pengadilan.


2.
Untuk pencegahan (prefentif) terjadinya pelanggaran HAM anak maka setiap penegak hukum baik jaksa maupun pengacara harus dibuat aturan khusus tentang hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan peradilan anak. Aturan khusus lain juga mekanisme penindakan terhadap hakim atau jaksa dan penegak hukum lainnya yang melakukan pelanggaran HAM anak di sidang pengadilan.
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